
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan dianataranya sebagai berikut : 

1. Partisipasi Perempuan di DPRD Kota Gorontalo sudah menunjukkan 

hasil yang baik, hal ini terlihat dari kinerja yang telah dilakukan, baik 

sebagai Ketua Pansusu II dalam Rancangan Perda Perlindungan 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perda Kota Layak Anak, 

maupun sering menyuarakan pendapat pada forum seperti pada Rapat 

Paripurna dan lainnya. Meskipun masih banyak kekurangan, namun tetap 

diupayakan oleh para Anggota Legislatif Perempuan terutama dalam 

fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan di Kota 

Gorontalo untuk selalu melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik 

dan penuh rasa tanggung jawab yang diamanatkan dalam Undang-

Undang. 

2. Kuota pemenuhan 30% anggota legislatif kaum perempuan yang belum 

terealisasi menjadi salah satu problem di DPRD Kota Gorontalo periode 

2014-2019. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pemerintah 

Pusat telah mengisyaratkan pemenuhan kuota 30% untuk keterwakilan 

perempuan di Lembaga Legislatif, namun belum memenuhi sebagaimana 

yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Meskipun demikian, 



kaum perempuan yang terpilih berusaha menunjukkan yang terbaik 

dengan selalu berpartisipasi dalam parlemen, demi mewujudkan harapan-

harapan masyarakat di dalam ke tiga fungsi kewenangan DPRD. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat 

mengemukakan saran yang bersifat membangun, yakni sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada anggota DPRD kaum perempuan Kota Gorontalo 

untuk senantiasa banyak mengikuti bimtek (bimbingan teknis) baik dari 

tingkat keberanian maupun penguasaan materi lagi terkait dengan 

regulasi serta terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam fungsi 

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sesuai dengan amanah 

yang tertuang dalam Undang-Undang. 

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sebuah motivasi 

bagi kaum perempuan untuk berkiprah diranah politik, sebagaimana 

amanat Undang-Undang bahwa keterwakilan perempuan di lembaga 

legislatif adalah 30% bisa tercapai serta keseimbangan politik di DPRD 

Kota Gorontalo Tahun 2014-2019. 

3. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menggugah semangat perempuan 

untuk berpolitik dan menyalurkan aspirasinya serta dapat berperan lebih 

baik lagi bagi kelangsungan politik di Indoensia khususnya di Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Grorontalo untuk periode yang akan 

datang. 
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